
 

 S A L I N A N 

 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H   L A U T 
 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 196 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 118 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan 

Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja 

Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS 

Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019, Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah yang 

memperoleh BOS Afirmasi dan BOS Kinerja; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk 

Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, pemberian BOS 

Afirmasi dan BOS Kinerja bertujuan untuk membantu 

peningkatan mutu pembelajaran pada Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah Daerah di daerah tertinggal, terdepan 

terluar dan sebagai bentuk penghargaan bagi satuan 

pendidikan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan 

layanan pendidikan; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

DRAFT II 
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Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran 

antar rincian dalam obyek belanja berkenaan dan antar 

obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan perlu 

dilakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagai dasar pelaksanaannya; 

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019,bahwa apabila penyaluran Dana BOS 

melebihi atau kurang dari pagu alokasi Dana BOS per 

Satuan Pendidikan yang telah dicantumkan dalam 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, maka 

Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi Dana BOS 

dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan 

peraturan kepala daerah tentang Penjabaran 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan 

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya 

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran; 

e. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina 

Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 906/5426/Keuda, tanggal 9 Oktober 

2019 perihal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja Satuan 

Pendidikan Dasar (Satdikdas) Negeri pada APBD 

Kabupaten/Kota, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota 

yang telah melakukan perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2019, melakukan penyesuaian penganggaran 

alokasi dana BOS dimaksud dengan melakukan 

perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019:  

f. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggaran jika dalam 

keadaan darurat dan/atau mendesak seperti 

pengeluaran-pengeluaran berupa terjadinya 

kekurangan anggaran belanja tidak langsung untuk 

membayar gaji, tunjangan, tambahan dan penghasilan; 

g. bahwa dengan adanya kebijakan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e 

menyebabkan bertambahnya anggaran pendapatan 

pada objek pendapatan hibah dana BOS pada Satuan 

Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan bertambahnya 

anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut; 
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h. bahwa dengan adanya kebijakan sebagaimana 

dimaksud pada huruf c dan huruf f yaitu adanya 

kekurangan anggaran pada belanja Gaji, Tunjangan 

dan Tambahan Penghasilan bagi PNSD Kabupaten 

Tanah Laut, khususnya kekurangan anggaran pada 

Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Objek Belanja 

Tambahan Penghasilan pada beberapa SKPD, akan 

dilakukan pergeseran antar rincian obyek belanja dan 

antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan 

pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 

huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
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Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5650); 

11. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679); 
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12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6057); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 701); 

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana 

Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87); 

30. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk 

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 

Anak Usia Dini Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun2019 Nomor 102); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 

Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 10); 

33. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 

118); 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 118 TAHUN 

2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2019. 

 

 Pasal I 

 

(1) Melakukan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan dalam rangka pelaksanaan 
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kegiatan-kegiatan yang bersumber dari alokasi BOS Afirmasi dan BOS 

Kinerja yang akan dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Tanah Laut. 

(2) Perubahan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan 

bertambahnya belanja langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Tanah Laut. 

(3) Pergeseran anggaran belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat 

Daerah selain dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya merubah 

rincian objek belanja maupun objek belanja dalam jenis belanja 

berkenaan. 

(4) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 

118 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 25 November 2019 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 25 November 2019 

 

Pj.SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

MUHAMMAD DARMIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUTTAHUN 2019 NOMOR 198 

 


